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ABSTRAK 

WANDRI WIDYA WANTI. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Muhammad Idris dan Chahyono). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi 

dokumentasi berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 

Utara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara belum sehat dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berjalan 

tidak efektif dengan rata-rata rasio efektivitasnya sebesar 81,38%. Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah tergolong tidak efisien dengan rata-rata rasionya sebesar 

100,63%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong rendah sekali dengan 

pola hubungan Instruktif. Rasio Keserasian dengan rata-rata rasio belanja operasi 

sebesar 62,63% sedangkan rata-rata rasio belanja modal sebesar 19,48%. Rasio 

Pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena nilai Total 

Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi 

semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah. 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio 

Pertumbuhan
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ABSTRACK 

WANDRI WIDYA WANTI. Analysis of the Financial Performance of the 

Regional Government of North Toraja Regency. (Supervised by Muhammad Idris 

and Chahyono). 

This study aims to determine and analyze the financial performance of the local 

government of North Toraja district. This research uses quantitative research 

methods with data collection techniques carried out through documentation 

studies in the form of financial statements of the Regional Government of North 

Toraja Regency. 

The results of this study show that the Financial Performance of the Regional 

Government of North Toraja Regency has not been healthy as seen from the 

ineffective PAD Effectiveness Ratio with an average effectiveness ratio of 81.38%. 

The Regional Financial Efficiency Ratio is classified as inefficient with an 

average ratio of 100.63%. The Regional Financial Independence Ratio is very 

low with an instructive relationship pattern. The Compatibility Ratio with the 

average operating expenditure ratio was 62.63% while the average capital 

expenditure ratio was 19.48%. The Growth Ratio experienced negative growth, 

because the value of Total Regional Revenue (TRT), Regional Original Revenue 

(ROR), and Operating Expenditure was getting higher while the value of Capital 

Expenditure was getting lower. 

Keywords: Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, 

Regional Financial Independence Ratio, Compatibility Ratio, and 

Growth Ratio 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah Indonesia telah lama memasuki era reformasi sejak tahun 1998 

yang mana berpengaruh terhadap segala bidang termasuk sektor pemerintahan 

yang menjadikan pemerintah harus bekerja dengan lebih efektif dan efisien. 

Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan agar lebih merata dan terwujudnya 

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia mengakibatkan pemerintah 

mengubah susunan lembaga politik Indonesia. Dengan demikian, pemerintah 

menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan sangat akuntabel serta 

menempuh kebijakan yang sesuai dengan tujuan utama pemerintah, yaitu 

terselenggaranya pelayanan publik. Terselenggaranya pelayanan tersebut akan 

mempengaruhi perekonomian dan pembangunan suatu wilayah sehingga 

kesejahteraan masayarakat bisa terwujud.  

Dalam tatanan pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat memberikan 

kewenangan khusus kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola 

sendiri daerahnya agar berjalan dengan baik tanpa campur tangan pemerintah 

pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan 

daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 

adanya otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah diwajibkkan untuk 
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menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri dan mampu 

memaksimalkan potensi daerahnya masing-masing agar pembangunan dan 

perekonomian di daerah dapat lebih optimal. 

Tujuan utama dalam pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah 

adalah agar pemerintah daerah dapat menjalankan urusan politik, administratif, 

ekonomi secara mandiri. Dalam menjalankan tujuan tersebut, pemerintah daerah 

menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah 

pusat. APBD merupakan susunan rencana keuangan pemerintah daerah selama 

satu tahun anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah daerah dalam hal ini 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD disusun berdasarkan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah 

(Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 17 ayat 1).  Kemampuan daerah 

dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang mecerminkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. APBD dapat 

dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya 

mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah juga mengharuskan 

pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Pemerintah 

daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan pengelolaan keuangan sebagai 

pertangunggjawaban penggunaan APBD kepada publik. Pengelolaan keuangan 

disusun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut digunakan 

untuk melihat dan menilai bagaimana kinerja keuangan pemerintah dalam 
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pengelolaan dan penggunaan anggaran. Kinerja keuangan merupakan tingkat 

pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui 

indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sijabat, 2013).  

Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam 

penggunaan dan pengelolaan APBD adalah dengan melakukan analisis terhadap 

kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan yang dilaporkan oleh 

pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Melalui analisis tersebut, maka 

dapat diketahui tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam penggunaan dan 

pengelolaan anggarannya apakah sudah baik atau belum. Penggunaan anggaran 

yang baik akan menjadi cerminan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas 

dan wewenangnya dalam menjalankan roda pemerintahan daerah masing-masing.  

Penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan 

keuangan dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019). 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos 

laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan 

signifikan (Harahap, 2016). Rasio keuangan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio efesiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan 

daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan judul sebagai berikut: 

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten 

Toraja Utara tahun anggaran 2019-2021 dalam keadaan sehat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 

keuangan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengelolaan keuangan 

daerah dan juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan 

ilmu dan teori yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan. 

2. Bagi Instansi 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan dan 

mengevaluasi analisis laporan keuangan dan juga kinerja pemerintah 

daerah. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya pada masa yang akan datang. 
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E. Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada laporan keuangan (tahun 2019-

2021) Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan rasio keuangan yang 

dibatasi rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

keserasian, dan rasio pertumbuhan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini agar lebih terarah maka disusun 

dalam lima bab yaitu sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua merupakan tinjauan Pustaka. Bab ini membahas mengenai keajian 

teori yaitu tentang laporan keuangan, APBD, Kinerja keuangan, Rasio Keuangan 

dan juga memaparkan tentang penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan 

hipotesis. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini memberikan informasi 

tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data, definisi operasional, dan jadwal penelitian. 

Bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi gambaran umum lokasi obyek penelitian, visi dan misi, struktur 

organisasi, analisis rasio keuangan serta pembahasan. 



6 
 

 
 

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 

mengenai tindak lanjut yang lebih baik dalam usaha untuk menyempurnakan 

penyusunan penelitian. 



 
 

 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Keuangan 

a. Deifinisi Manajemen Keuangan 

Menurut Fahmi (2015:2), “Manajemen Keuangan merupakan 

penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan 

menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan 

mempergunakan seluruh sumberdaya perusahaan untuk mencari dana, 

mengelola dana dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau 

kemakmuran bagi para pemegang saham dan suistainability 

(keberlanjutan) usaha bagi perusahaan.” 

b. Fungsi-Fungsi Manajemen Keuangan 

Fungsi manajemen Keuangan menurut Fahmi (2015:3) yaitu: “Ilmu 

manajemen keuangan berfungsi sebagai pedoman bagi manajer perusahaan 

dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Artinya seorang 

manajer keuangan boleh melakukan trobosan dan kreativitas berpikir, akan 

tetapi semua itu tetap tidak mengensampingkan kaidah-kaidah yang 

berlaku dalam ilmu manajemen keuangan”.  

Menurut Agus Harjito dan Martono (2014), terdapat 3 (tiga) fungsi 

utama dalam manajemen keuangan, yaitu:  
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1) Keputusan Investasi  

Keputusan investasi adalah fungsi manajemen keuangan yang 

penting dalam menunjang pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi karena menyangkut tentang memperoleh dana 

investasi yang efisien dan komposisi aset yang harus dipertahankan 

atau dikurangi.  

2) Keputusan Pendanaan (Pembayaran Dividen)  

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dipandang sebagai 

integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Pada prinsipnya 

fungsi manajemen keuangan sebagai keputusan pendanaan 

menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh oleh 

perusahaan harus dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan 

guna pembiayaan investasi dimasa yang akan datang.  

3) Keputusan Manajemen Aset  

Keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen 

keuangan yang menyangkut tentang keputusan alokasi dana atau 

aset, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan dan 

penggunaan modal baik yang berasal dari dalam perusahaan 

maupun luar perusahaan yang baik bagi perusahaan. 

2. Laporan Keuangan Daerah  

a. Definisi Laporan Keuangan Daerah 

Laporan keuangan daerah merupakan laporan pertanggungjawaban 

pemerintah kepada publik mengenai kondisi keuangan daerah selama satu 
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tahun anggaran. Menurut Halim (2008), keuangan daerah adalah semua 

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 

daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang 

lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat 

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan 

daerah adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan 

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, tentang pelaporan 

keuangan dan kinerja instansi pemerintah,menyatakan bahwa laporan 

keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 

negara dan daerah selama satu periode. 

b. Tujuan Laporan Keuangan Daerah 

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat 

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah 

Daerah bertujuan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam 
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membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan 

efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, dan mengukur sejauh 

mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan 

daerahnya (Deswira, 2022).  

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan 

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 

saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu 

entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat 

dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara 

spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu 

entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan 

baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan (Mardiasmo, 

2006:32):  

1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah 

2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah  

3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi  

4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggaran yang ditetapkan 
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5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya 

6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya 

c. Komponen Laporan Keuangan Daerah 

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, seorang kepala daera harus memberikan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan 

keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, 

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang 

dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Laporan keuangan 

tersebut disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP). 

Adapun komponen-komponen laporan keuangan daerah berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, 

dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang 
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dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri atas 

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. 

2) Neraca  

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan 

suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

pada tanggal tertentu. Menurut Jumingan (2006), neraca adalah suatu 

laporan yang sistematis tentang aktiva (assets), utang (liabilities) dan 

modal sendiri (owner equity) dari suatu perusahaan pada tanggal 

tertentu. Biasanya pada saat buku ditutup yakni akhir bulan, akhir 

triwulan, atau akhir tahun. Laporan posisi keuangan, atau disebut juga 

dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan 

keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik 

pada satu saat tertentu. 

3) Laporan Arus Kas  

Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi arus 

masuk dan arus keluar kas dan setara kas pemerintah selama suatu 

periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Menurut 

Darise (2008), laporan arus kas menyajikan informasi tentang 

penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. 

Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan 

operasi, kegiatan pendanaan dan kegiatan investasi. Selain itu Laporan 

Arus Kas juga menampilkan informasi kas sehubungan dengan 

aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang 
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menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir 

kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. 

4) Catatan atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan 

Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif 

atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan 

Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang 

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan 

untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 

3. Kinerja Keuangan Daerah 

a. Definisi Kinerja Keuangan Daerah 

Menurut Sijabat (2013) kinerja keuangan merupakan tingkat 

pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang 

diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 

menjelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 
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yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Keuangan daerah dapat 

diartikan sebagai segala sesuatu yang meliputi hak dan kewajiban yang 

bernilai baik dalam bentuk materi maupun bentuk pendanaan atau barang 

yang dijadikan sebagai aset daerah yang tidak dipengaruhi oleh negara 

atau daerah lain yang lebih tinggi dan pihak lain sesuai dengan 

ketentuan/undang-undang dan peraturan yang ada (Haerudddin S. dkk, 

2020) 

Menurut Rosadi (2022) kinerja keuangan daerah adalah suatu 

pencapaian yang dicapai dari suatu hasil kerja di bagian keuangan daerah 

yang diukur dengan menggunakan indikator keuangan yang telah 

ditetapkan sebelumnya yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan suatu daerah dalam mengatur keuangannya. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

keuangan daerah adalah hasil dari pencapaian pemerintah daerah di bidang 

keuangan mengenai penggunaan anggaran yang diukur dengan indikator 

keuangan selama satu tahun anggaran. 

b. Tujuan Kinerja Keuangan Daerah 

Pengukuran kinerja keuangan daerah bertujuan untuk menilai 

akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan 

dengan aktivitas pelayanan publik (Susanto, 2019). 
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Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk 

menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan 

pendapatan daerah, dan mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah 

daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya (Deswira, 2022). 

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 

menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: 

1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja 

dimaksudkan untuk membembantu pemerintah berfokus pada 

tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya 

akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan 

publik. 

2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. 

3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki 

komunikasi kelembagaan. 

4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

a. Definisi APBD 

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah 

daerah, APBD adalah sebagai rencana operasional keuangan pemerintah 

daerah, dimana salah satu pihak menggambarkan perkiraan-perkiraan 

pengeluaran dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek 

daerah dalam satu tahun anggran tertentu dan di pihak lain 
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menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan 

guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut. 

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 

menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

Menurut Halim (2012: 10), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. APBD 

merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan 

pelayanan dan peningaktan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya 

tujuan bernegara (Dito, 2019). 

b. Struktur APBD 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:  

1) Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar Kembali 

oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 
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pendapatan. Klasifikasi pendaptan daerah berdasarkan kelompok 

terdiri dari: pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2) Belanja Daerah 

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas 

umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban 

daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh 

pembayarannya Kembali oleh daerah. Pengklasifikasikan belanja 

diatur sebagai berikut. 

a) Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian 

obyek belanja. 

b) Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 

terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 

dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

c) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 

dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang dieujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, 
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fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta 

mengembangkan system jaminan sosial. 

d) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui 

prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

e) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari 

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. 

f) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam 

bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama 

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program 

dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan 

urusan pilihan. 

g) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak 

langsung dan belanja langsung. 

3) Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang harus dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran yang 

berikutnya. pembiayaan dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau 

mengalokasi surplus. Selisih antara anggaran pendapatan daerah 

dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau 

defisit APBD. 
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Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. 

a) Penerimaan pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan meliputi: 

i. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya (SiLPA). 

ii. Pencairan dana cadangan 

iii. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

iv. Penerimaan pinjaman daerah  

v. Penerimaan kembali pemberian pinjaman penerimaan 

piutang daerah 

b) Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan meliputi: 

i. Pembentukan dana cadangan  

ii. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah 

iii. Pembayaran pokok utang 

iv. Pemberian pinjaman daerah 

5. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan membandingkan nominal (angka-angka) yang 

terdapat pada laporan keuangan suatu perusahaan guna mengetahui posisi 

keuangan serta menilai kinerja manajemen dalam periode tertentu. 

Adapun menurut Sofyan Syafri Harahap (2012: 297), mendefenisikan 

Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 
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satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan 

yang relevan dan signifikan (berarti). 

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan pemerintah daerah menururt (Halim, 2008), yaitu rasio efektivitas 

dan efisien keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio 

pertumbuhan, dan. rasio keserasian. 

a. Rasio Efektivitas 

Menurut Halim (2008), rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan PEMDA dalam merealisasikan PAD yang direncanakan 

dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. 

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah 

yang semakin baik. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan 

pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas 

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses 

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 

Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus: 

                   
                        

                     
       

Secara umum, nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai 

berikut; 
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Tabel 2.1 

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan  

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Diatas 100% Sangat efektif 

90%-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

Kurang dari 60% Tidak Efektif 

 Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2019) 

b. Rasio Efisiensi 

Menurut Halim (2008), rasio efisiensi menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. 

Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai 

kurang dari 1 (satu) atau dibawah l00 persen. Semakin kecil rasio 

efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. 

Rumus rasio efisiensi diukur dengan: 

                   
                        

                        
        

Secara umum, nilai efisiensi PAD dapat dikategorikan sebagai berikut; 
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Tabel 2.2 

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan  

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria 

Diatas 100% Tidak Efisien 

90%-100% Kurang Efisien 

80-90% Cukup Efisien 

60-80% Efisien 

Kurang dari 60% Sangat Efisien 

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM dalam Susanto (2019) 

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Halim (2008), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

(RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam 

membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai 

sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan 

daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari 

sumber lain misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi maupun dari 

Pinjaman Daerah.  

 Rumus Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan: 
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Menurut Susanto (2019), Rasio kemandirian menggambarkan 

ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern (Pemerintah 

Pusat/Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat 

ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern 

semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat 

partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio 

kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak 

dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk 

PAD.  

Tabel 2.3 

Kriteria Penilaian kemandirian Keuangan Daerah 

Kemandirian 

Keuangan 
Kemandirian Pola Hubungan 

Rendah Sekali 0-25% Instruktif 

Rendah 25%-50% Konstruktif 

Sedang 50%-75% Partisipatif 

Tinggi 75%-100% Delegatif 

Sumber: Halim dalam Deswira (2022) 

1) Model hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih 

dominan terhadap pemerintah daerah (daerah tidak dapat 

menjalankan otonomi daerah secara finansial). 

2) Model hubungan konsultif dimana campur tangan pemerintah 

pusat mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu 

mengelola pemerintahannya sendiri. 
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3) Model hubungan partisipatif, dimana peranan pemerintah pusat 

mulai berkurang, memungkinkan otonomi yang memadai 

dalam pengelolaan urusan otonom. 

4) Model hubungan delegatif, tidak ada lagi intervensi dari 

pemerintah pusat, karena daerah sudah mampu dalam 

kemampuan dan kemandirian untuk menyelenggarakan urusan 

otonomi daerah. 

d. Rasio Keserasian 

Menurut Susanto (2019), Rasio keserasian menggambarkan 

bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada 

belanja rutin (belanja operasi) dan belanja pembangunan (belanja 

modal) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang 

dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi 

(belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana 

prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. 

Rasio keserasian dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

                       
                     

                    
        

                     
                   

                    
        

e. Rasio Pertumbuhan 

Menurut Halim (2008), rasio pertumbuhan (growth ratio) 

mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan 

dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke 
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periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing 

komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan 

evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat 

perhatian.   

 Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 

   
     

  
        

Ket: 

r   :  Rasio Pertumbuhan 

Pn : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

Po  : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 

B. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penulis karya ilmiah sebagai berikut. 

Anim Rahmayati (2016) tentang Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 yang 

menggunnakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 

sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat 

rendah 
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 Hery Susanto (2019) tentang Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur 

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram yang menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

rasio efektifitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak 

efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio 

aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan 

daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan 

kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.   

 Imanuel R. A. Polii, DKK (2020) tentang Analisis Pengukuran Kinerja 

Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value 

For Money yang memakai metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil 

penelitian menggunakan rasio ekonomi menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2017 sudah ekonomis, karena 

menghasilkan rasio lebih dari 100%. Rasio efisiensi menunjukkan kinerja 

keuangan dinilai efisien, karena hasil perhitungan rasio yang diperoleh berada 

diantara 90% sampai 99%. Rasio efektivitas menunjukkan kinerja keuangan 

yang dikategorikan cukup efektif, karena hasil perhitungan rasio yang 

diperoleh berada diantara 85% sampai 99%. 

Muhammad Saifrizal (2022) tentang Analisis Rasio Keuangan dalam 

Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(BPKD) di Kabupaten Bireuen yang memakai metode penelitian kualitatif 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas termasuk dalam 
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kategori sudah Efektif karena rata-rata efektivitasnya adalah di atas 100% 

yaitu 102,63%. Rasio Efisiensi termasuk dalam kategori Efisien karena rata-

rata rasionya 100,56%, meskipun rata-rata Efisiensi nya sudah efisien, biaya 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memperoleh 

pendapatannya masih cukup besar. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bireuen bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

mengalami pertumbuhan positif meskipun terjadi gerak yang fluktuatif. Rasio 

Kemandirian tergolong masih sangat rendah dan pola kemandirian 

keuangannya masih tergolong pola hubungan Instruktif karena masih 

tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih 

dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, maka dapat diajukan hipotesis sebagai dugaan sementara terhadap 

penelitian yang diajukan yaitu: “Diduga kinerja keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021 menghasilkan kinerja yang belum 

sehat” 

 



 
 

 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka 

yang diperoleh dari laporan keuangan daerah. 

Menurut Sugiyono (2018:14) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian 

ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 

yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara 

Marante, jl. poros Rantepao-Palopo, Kecamatan Tondon, Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2018:80) populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya. Dalam penelitian ini, penulis menentukan populasi adalah 

laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2018:81) sampel merupakan bagian dari populasi yang 

memiliki jumlah dan karakteristik yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau 

sumber data yang menjadi representatif (mewakili) dari populasi yang 

diambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel data laporan 

keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021. 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:102), instrumen penelitian adalah alat bantu 

pengamatan yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial. 

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan adalah dokumentasi. 

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda 

tertulis yaitu laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara  

E. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:39) variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab atau 

munculnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah rasio keuangan yang meliputi: rasio efektivitas, rasio 

efesiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio 

pertumbuhan.  
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Menurut Sugiyono (2018:39) variabel dependen atau vaiabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan.  

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

dimana data ini merupakan data yang berbentuk angka yang dapat dihitung 

yaitu data laporan keuangan Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2021. 

2. Sumber data  

Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari 

sumber aslinya melainkan dari pihak kedua. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data dokumentasi tentang laporan keuangan 

Permerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2018:224) teknik pengumpukan data merupakan langkah 

yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data dari sumber pustaka yang mendukung penelitian 

ini seperti buku, jurnal, dan sumber lainnya. 

2. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, 

mempelajari, dan menganalisis arsip-arsip atau catatan-catatan yang 

berhubungan dengan penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggandakan pencatatan yang bersumber dari 

dokumen dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 

Utara tahun 2019-2021. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif 

yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2018:147). 

Adapun untuk mengetahui analisis kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten Toraja Utara, dapat dihitung dengan menggunakan analisis Rasio 

sebagai berikut: 

1. Rasio Efektivitas, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan 

sebagai berikut: 

                   
                        

                     
  x 100% 
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2. Rasio Efesiensi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan 

sebagai berikut: 

                 
                        

                        
        

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus persamaan sebagai berikut: 

                   
                      

                   
        

4. Rasio Keserasian, dapat dihitung dengan menggunakan rumus persamaan 

sebagai berikut: 

                       
                     

                    
        

                     
                   

                    
        

5. Rasio Pertumbuhan, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

persamaan sebagai berikut: 

   
     

  
        

Ket: 

r   :  Rasio Pertumbuhan 

Pn  : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-n 

Po  : Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi 

yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n) 
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I. Definisi Operasional 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan daerah yang berisi tentang pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah dalam kurun waktu satu tahun yang disetujui oleh 

DPRD. 

2. Laporan keuangan daerah adalah catatan informasi keuangan daerah 

yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik 

mengenai posisi keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun. 

3. Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian kerja dibidang 

keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan 

menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan 

atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. 

4. Rasio keuangan daerah adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi keuangan daerah dengan membandingkan pos-pos 

yang ada dilaporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. 

5. Rasio efektivitas adalah tingkat kemampuan pemerintah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan 

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi 

penerimaan daerah. 

6. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara 

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan 

realisasi pendapatan yang diterima. 
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7. Rasio kemandirian daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah 

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan. 

8. Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana 

pemerintah dalam memprioritaskan alokasi dananya untuk belanja 

modal dan belanja operasi secara optimal. 

9. Rasio pertumbuhan adalah tingkat kemampuan pemerintah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari 

periode ke periode tahun berikutnya. 

 

 



 
 

 
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum BKAD Kabupaten Toraja Utara 

1. Profil BKAD Kabupaten Toraja Utara  

 Kabupaten Toraja Utara dengan luas wilayah 1.151,47 km
2
 atau sebesar 

2,5% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan (46.350,22 km2), secara yuridis 

terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008 dengan terbitnya Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2008, dimana sebelumnya wilayah ini merupakan bagian dari 

Kabupaten Tana Toraja. Secara geografis, Kabupaten Toraja Utara terletak 

antara 2º–3º Lintang Selatan dan 119º–120º Bujur Timur.  

 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 

Tahun 2016 yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah 

yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BKAD 

menyelenggarakan fungsi antara lain: penyusunan kebijakan teknis, dukungan 

teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis dan 

pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dalam 

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan 

keuangan dan aset daerah. 

 Untuk memberikan arah bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang 

diamanahkan, BKAD Kabupaten Toraja Utara telah menetapkan visi, misi, 
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rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur 

dan selaras dengan organisasi BKAD serta dilaksanakan setiap tahun. Sesuai 

amanat Peraturan Predisen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BKAD Kabupaten Toraja Utara 

menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai 

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan instrumen 

pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk 

melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.  Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah BKAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2017 merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

BKAD Kabupaten Toraja Utara atas penggunaan anggaran selama tahun 2017.  

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BKAD Kabupaten 

Toraja Utara untuk meningkatkan kinerja. 

2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Toraja Utara 

 Visi Misi Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Toraja Utara: 

a. Visi 

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang 

berkarakter” 

b. Misi 
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Untuk mewujudkan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Toraja Utara, ditetapkan misi sebagai berikut: 

1. Meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, aktual, efektif 

dan efisien. 

2. Meningkatnya kompetensi dan kualitas SDM Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah. 

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

4. Mengembangkan sistem manajemen dan tata kelola aset yang 

akurat dan akuntabel. 

3. Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara



 
 

 
 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Toraja Utara 
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4. Uraian Tugas BKAD Kabupaten Toraja Utara 

a. Kepala Badan 

 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah. 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang pengelola keuangan dan 

aset daerah. 

3) Pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan dukungan teknis 

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

pengelola keuangan dan aset daerah. 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang pengelola keuangan dan aset daerah. 

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

b. Sekretariat 

 Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang sekretaris yang 

mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada 

seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan. Untuk melaksanakan 

tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
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1) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan.  

2) Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan. 

3) Pengkoordinasian urusan umum dan kepegawaian. 

4) Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan. 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

2) Sub Bagian Program dan Keuangan. 

c. Bidang Anggaran 

 Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memberikan 

pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan dan penyusunan 

Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk melaksanakan 

tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi: 

1) Perumusan kebijakan teknis anggaran daerah. 

2) Pelaksanaan program dan kegiatan bidang anggaran. 

3) Penyusunan konsep KUA, PPAS, Analisa Standar Biaya dan 

Pedoman penyusunan APBD dan Perubahan ABPD. 

4) penyusunan RAPBD pokok dan perubahan dengan berkoordinasi 

instansi terkait serta bidang-bidang lain. 

5) Penelitian dan analisa APBD yang telah disusun serta perubahan 

APBD sekaligus mempersiapkan pengesahan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). 
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6) Pelaksanaan persiapan Anggaran Kas dan meneliti kebenaran 

Konsep Naskah Surat Pencairan Dana (SP2D). 

7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang anggaran sebagai 

pertanggungjawaban dan/atau bahan evaluasi. 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang 

Anggaran dibantu oleh: 

1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan 

2) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung 

3) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung 

d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 

 Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dipimpin oleh Kepala 

Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan 

pelayanan administratif, perencanaan, pengaturan dan penyusunan proses 

pencairan dana, penatausahaan transaksi keuangan, verifikasi atas 

transaksi pendapatan dan pembiayaan serta menyusun laporan keuangan 

daerah baik PAD maupun APBD semesteran dan tahunan. Untuk 

melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi 

mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Perbendaharaan dan 

Akuntansi. 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Perbendaharaan dan 

Akuntansi. 
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3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi. 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Bidang Perbendaharaan 

dan Akuntansi. 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. 

 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang 

Perbendaharaan dan Akuntansi dibantu oleh: 

1) Sub Bidang Pengujian Belanja. 

2) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan. 

3) Sub Bidang Kas dan Giro. 

e. Bidang Aset 

 Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas 

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan umum di bidang 

pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada masing-masing 

Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Aset 

Daerah mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan kebijakan teknis Bidang Aset. 

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Aset. 

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis Bidang Aset. 

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Bidang Aset. 

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Aset dibantu 

oleh: 

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan. 

2) Sub Bidang Inventarisasi, Pengawasan dan Penghapusan. 

3) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Aset. 

f. Unit Pelaksana Tugas 

 Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 69 tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Rincian Tugas, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Toraja Utara bahwa pada Badan dapat dibentuk UPT untuk 

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Namun pada BKAD tidak dibentuk karena BKAD memiliki tugas 

pengkoordinasian dalam pengelolaan keuangan dan barang dan daerah. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional  

 Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 69 tahun 2020 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Rincian Tugas, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Toraja Utara, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas 

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai bidang keahlian, dan setiap kelompok jabatan 

fungsional akan dipimpin oleh seorg yang ditunjuk diantara tenaga 
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fungsional yang ada di lingkungan Badan. Namun pada BKAD tidak 

terdapat kelompok jabatan fungsional. 

B. Hasil Penelitian 

 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 

dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan 

pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 

Utara dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2019-2022. Rasio yang 

digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah 

Kabupaten Toraja Utara pada penelitian ini adalah: Rasio Efektivitas PAD, Rasio 

Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio 

Pertumbuhan dan Rasio Keserasian. 

 Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan 

Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara yang diperoleh 

dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Toraja Utara. Dari 

data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Toraja Utara. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah: 

1. Analisis Rasio Efektivitas PAD 

 Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan PEMDA dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan 

berdasarkan potensi riil daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut: 

                   
                        

                     
 x 100% 
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 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1  

Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Tahun Anggaran 2019-2021 

Tahun 
Realisasi PAD 

(Rp) 
Target PAD (Rp) 

Rasio 

Efektivitas (%) 
Kriteria 

2019 51.882.966.518,99 56.220.028.100,00 92,28 
Cukup 

Efektif 

2020 55.672.229.593,93 77.433.903.735,00 71,89 
Tidak 

Efektif 

2021 46.186.064.285,50 57.732.296.542,61 80,00 
Kurang 

Efektif 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Berdasarkan perhitungan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa 

efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 92,28% 

yang tergolong dalam kategori kurang efektif karena berada di bawah 100%. 

Pada tahun 2020 mengalami penurunan dan merupakan nilai terendah yaitu 

sebesar 71,89% yang termasuk dalam kategori tidak efektif karena berada 

dibawah 100%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 

80,00% namun masih tergolong dalam kategori kurang efektif karena berada 

di bawah 100%. 

2. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

 Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang 

diterima. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut: 
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 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.2  

Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-2021 

Tahun 
Realisasi Belanja 

Daerah (Rp) 

Realisasi 

Pendapatan (Rp) 

Rasio 

Efisiensi 

(%) 

Kriteria 

2019 1.092.739.951.498,00 1.118.131.308.458,12 97,72 Efisien 

2020 1.078.216.920.290,50 1.039.254.357.675,43 103,74 
Tidak 

Efisien 

2021 1.017.128.624.552,41 1.012.666.347.397,38 100,44 
Tidak 

Efisien 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa 

efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 

2019 sebesar 97,72% termasuk dalam kategori efisien karena berada di bawah 

100%. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 103,74% 

termasuk dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%. Kemudian 

mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 100,44% namun masih 

tergolong dalam kategori tidak efisien karena lebih dari 100%. 

3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 Kemandirian keuangan daerah, ditunjukkan melalui besar kecilnya 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang 
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bersumber dari sumber lain misalnya; Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi 

maupun dari Pinjaman Daerah. Rumus rasio ini adalah sebagai berikut: 

                   
                      

                   
        

  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3  

Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019-

2021 

Tahun 
Realisasi PAD 

(Rp) 

Pendapatan 

Transfer (Rp) 

Rasio 

Kemandirian 

(%) 

Pola 

Hubungan 

2019 51.882.966.518,99 763.972.242.419,00 6.79 Instruktif 

2020 55.672.229.593,93 828.657.727.776,00 6,71 Instruktif 

2021 46.186.064.285,50 887.435.896.052,00 5,20 Instruktif 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Dapat dilihat dari hasil perhitungan tabel 4.3 di atas, kemandirian 

keuangan Kabupaten Toraja Utara tergolong masih sangat rendah dan 

termasuk dalam pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih 

dominan terhadap pemerintah daerah (daerah tidak dapat menjalankan 

otonomi daerah secara finansial). Pada tahun 2019 sebesar 6,79% merupakan 

nilai tertinggi. Kemudian pada tahun 2020 sebesar 6,71% dan pada tahun 2021 

sebesar 5,20% yang merupakan nilai terendah. 
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4. Analisis Rasio Keserasian 

 Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah 

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin (belanja operasi) dan 

belanja pembangunan (belanja modal) secara optimal. 

Rasio Belanja Operasi 

                       
                     

                    
        

 Rasio Belanja Operasi Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4  

Penghitungan Rasio Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019-2021 

Tahun 
Belanja Operasi 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Operasi (%) 

2019 658.636.955.417,00 1.092.739.951.498,00 60,27 

2020 652.264.080.974,94 1.078.216.920.290,50 60,49 

2021 682.906.836.307,16 1.017.128.624.552,41 67,14 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4 di atas, dapat 

diketahui bahwa rasio belanja operasi Kabupaten Toraja Utara tahun 2019 

sebesar 60,27%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 60,49%. 

Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 

67,14% yang merupakan nilai tertinggi. 

Rasio Belanja Modal 
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 Rasio Belanja Modal Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5  

Penghitungan Rasio Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2021 

Tahun 
Belanja Modal 

(Rp) 

Total Belanja Daerah 

(Rp) 

Rasio Belanja 

Modal (%) 

2019 242.326.354.964,00 1.092.739.951.498,00 22,17 

2020 238.365.260.518,56 1.078.216.920.290,50 22,10 

2021 144.308.996.695,25 1.017.128.624.552,41 14,18 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.5 di atas, dapat dijelaskan 

bahwa rasio belanja modal Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 

sebesar 22,17%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,10%. 

Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan Kembali sebesar 

14,18% yang merupakan nilai terendah di antara tahun lainnya. 

5. Analisis Rasio Pertumbuhan 

 Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah 

dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio ini dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

   
     

  
        

 Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara disajikan dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.6  

Penghitungan Rasio Pertumbuhan Tahun Anggaran 2019-2021 

Keterangan 
Tahun Rata-

rata 2019 2020 2021 

PAD 51.882.966.518,99 55.672.229.593,93 46.186.064.285,50  

Pertumbuhan PAD - 7,30% -17.03% -4,86% 

Pendapatan 1.118.131.308.458,12 1.039.254.357.675,43 1.012.666.347.397,38  

Pertumbuhan 

Pendapatan 
- -7,05% -2,55% -4,8% 

Belanja Operasi 658.636.955.417,00 652.264.080.974,94 682.906.836.307,16  

Pertumbuhan 

Belanja Operasi 
- -0,96% 4,69% 1,86% 

Belanja Modal 242.326.354.964,00 238.365.260.518,56 144.308.996.695,25  

Pertumbuhan 

Belanja Modal 
- -1,63% -39,45% -20,54% 

Sumber: Data diolah (2023) 

 Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar -4,86%. Pendapatan daerah mengalami pertumbuhan 

negatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -4,8%. Belanja operasi 

mengalami pertumbuhan positif meskipun pada tahun 2020 mengalami 

penurunan sebesar -0,96%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86%. 

Belanja modal mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata sebesar -

20,54%. Mengalami penurunan paling tinggi pada tahun 2020 sebesar -

39,45%. 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Rasio Efektivitas PAD 

 Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa 

anggaran PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 



53 
 

 
 

2020 mengalami kenaikan namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. 

Pada tahun 2019 PAD dianggarkan sebesar Rp 56.220.028.100,00. Pada tahun 

2020 PAD naik menjadi sebesar Rp 77.433.903.735,00. Kemudian pada tahun 

2021 anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) diturunkan menjadi Rp 

57.732.296.542,61. 

 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019 sampai dengan 

tahun 2020 mengalami kenaikan kemudian turun pada tahun 2021. Pada tahun 

2019 realisasi PAD sebesar Rp 51.882.966.518,99. Kemudian pada tahun 

2020 realisasi PAD naik menjadi Rp 55.672.229.593,93. Namun, pada tahun 

2021 realisasi PAD mengalami penurunan menjadi Rp 46.186.064.285,50. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas PAD dapat diketahui 

bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019 sebesar 

92,28%, tahun 2020 sebesar 71,89% dan pada tahun 2021 sebesar 80,00%. 

Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Toraja Utara untuk tahun 2019 

dikategorikan cukup efektif. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 berjalan tidak 

efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% 

 Bersarkan uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD 

Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Toraja Utara tidak efektif karena 

rata-rata efektivitasnya di bawah 100% yaitu 81,38%. Hal ini disebabkan 

karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak memenuhi 

anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Daerah harus terus 

mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. 
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Inisiatif dan kemampuan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya 

peningkatan PAD.  

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma Nirmaladewi (2017) 

yang melakukan penelitian di Kabupaten Enrekang dijelaskan bahwa kinerja 

keuangan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari rasio Efektivitas PAD belum 

efektif. Begitupun dengan penelitian ini dimana kinerja keuangan Kabupaten 

Toraja Utara tidak efektif.  Kedua daerah ini dapat dikatakan belum 

mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber pendapatannya seperti pajak 

dan retribusi sehingga diperlukan inisiatif dan kemampuan pemerintah daerah 

dalam upaya peningkatan PAD. 

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 

 Berdasarkan uraian dari perhitungan pada Rasio Efisiensi Keuangan 

Daerah dapat diketahui bahwa realisasi total pendapatan daerah Kabupaten 

Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami 

penurunan. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara 

sebesar Rp 1.118.131.308.458,12. Pada tahun 2020 pendapatan daerah 

mengalami penurunan sebesar Rp 1.039.254.357.675,43. Kemudian pada 

tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 1.012.666.347.397,38. 

 Total belanja daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja 

daerah sebesar Rp 1.092.739.951.498,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 

1.078.216.920.290,50. Dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan 

sebesar Rp 1.017.128.624.552,41. 
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 Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah juga 

diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 100,63% atau dapat dikatakan 

Tidak Efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya sebesar 97,72%, pada tahun 

2020 naik menjadi 103,74% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 

menjadi sebesar 100,44%. 

 Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong 

Tidak Efisien karena rata-rata rasionya di atas 100% sebesar 100,63%. Dapat 

dikatakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini 

masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. 

Diharapkan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk kedepannya dapat 

meminimalisir jumlah belanjanya dan dapat menyesuaikan jumlah 

pendapatannya. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi peningkatan efisiensi 

belanja daerah. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aan Digita Malik (2022) di 

Kota Tarakan, kinerja keuangannya jika ditinjau dari Rasio Efisiensi 

Keuangan Daerah dapat dikatakan tidak efisien. Hal tersebut sama dengan 

yang terjadi pada penelitian ini dimana, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari Rasio Efisiensi tidak efisien. Hal in 

iterjadi karena kedua daerah belum mampu menekan jumlah belanjanya. 

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

 Berdasarkan perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat 

diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 
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sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan namun mengalami penurunan 

pada tahun 2021. Pada tahun 2019 PAD Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 

51.882.966.518,99. Mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp 

55.672.229.593,93. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi 

Rp 46.186.064.285,50.  

 Kemudian pendaptan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari 

pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 sebesar Rp 

763.972.242.419,00. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu menjadi 

Rp 828.657.727.776,00. Lalu pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 

Rp 887.435.896.052,00.  

 Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, 

kemampuan keuangan kabupaten Toraja Utara tergolong rendah sekali dan pola 

hubungannya termasuk dalam pola hubungan Instruktif dimana peranan dari 

pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah (daerah tidak dapat 

menjalankan otonomi daerah secara finansial). Terjadi penurunan dari tahun 

2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 

6,79%, turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,71% dan kembali mengalami 

penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,20%. 

 Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian 

keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 masih tergolong dalam kategori sangat rendah dan 

tergolong dalam pola hubungan instruktif dimana peranan dari pemerintah 

pusat lebih dominan terhadap pemerintahan daerah (daerah tidak dapat 
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menjalankan otonomi daerah secara finansial). Rasio Kemandirian yang masih 

rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara 

dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan daerah masih sangat 

tergantung dari bantuan pusat. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD 

untuk membiayai pembangunan daerahnya. hal tersebut dapat dilihat dari rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah yang masih tergolong di antara 0% dan 25%. 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anim Rahmayati (2016) 

Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011-2013 jika 

ditinjau dari Rasio Kemandirian masih sangat rendah dan pola hubungannya 

instruktif peranan pemeritah pusat lebih dominan daripada kemandirian 

Pemerintah Daerah. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara pada 

penelitian ini dimana Rasio Kemandiriannya masih sangat rendah dan kinerja 

keuangannya tergolong instruktif. Menurut Anim Rahmayati penyebab 

terjadinya kinerja keuangan yang sangat rendah tersebut hamper sama dengan 

yang dijelaskan pada penelitian ini dimana tingkat ketergantungan kedua 

daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama dari pemerintah pusat 

dan provinsi) masih sangat tinggi. 

4. Rasio Keserasian 

 Berdasarkan perhitungan pada Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa 

Realisasi Total belanja daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja 

daerah sebesar Rp 1.092.739.951.498,00. Mengalami penurunan pada tahun 
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2020 menjadi Rp 1.078.216.920.290,50. Kemudian pada tahun 2021 kembali 

mengalami penurunan menjadi Rp 1.017.128.624.552,41.  

 Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari: Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Pada tahun 2019 sebesar Rp 658.636.955.417,00, mengalami penurunan pada 

tahun 2020 sebesar Rp 652.264.080.974,94. Kemudian pada tahun 2021 

mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 682.906.836.307,16. 

 Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah, 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja modal sebesar 

242.326.354.964,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 238.365.260.518,56, 

kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 

144.308.996.695,25. 

 Menurut uraian hasil perhitungan Rasio Keserasian dapat diketahui bahwa 

Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang belum stabil dari tahun 

ke tahun. Berawal dari tahun 2019 Rasio Belanja Operasinya sebesar 60,27% 

mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 60, 49%. Kemudian pada tahun 

2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 67,14%, sehingga rata-rata 

rasionya sebesar 62,63%. Pada Rasio Belanja Modal pada tahun 2019 sebesar 

22,17% turun menjadi 22,10% pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 
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kembali mengalami penurunan menjadi 14,18% yang merupakan nilai 

terendah, sehingga rata-rata rasionya sebesar 19,48%. 

 Menurut uraian dari perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 

masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasi sehingga 

rasio belanja modal relatif lebih kecil. Hal tersebut ditunjukkan dari rata-rata 

rasio belanja operasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio 

belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama 

dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji 

ASN. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabuptaten 

Toraja Uatara yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk 

pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan 

daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja 

modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan 

belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Daerah 

Kabupaten Toraja Utara kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu diharapkan 

kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara lebih memperhatikan 

pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh 

publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik 

sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.  

 Pada peneltian sebelumnya yang dilakukan oleh Hery Susanto (2019) 

diejlaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram jika ditinjau 

dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi 
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dari rasio belanja modal. Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada 

penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja 

Utara jika ditinjau dari Rasio Keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja 

operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Hal tersebut terjadi karena kedua 

daerah lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja 

operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi 

alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan 

sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik. 

5. Rasio Pertumbuhan 

 Laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja 

utara menunjukkan bahwa realisasi Pendaptan Asli Daerah (PAD) mengalami 

kenaikan dan penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada 

tahun 2019 realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 51.882.966.518,99 

naik menjadi Rp 55.672.229.593,93 pada tahun 2020. Kemudian mengalami 

penurunan pada tahun 2021 yaitu menjadi Rp 46.186.064.285,50.  

 Berdasarkan perhitungan dari Rasio Pertumbuhan, dapat diketahui bahwa 

rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara 

pada tahun 2020 sebesar 7,30%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami 

penurunan menjadi -17,03%.  

 Dari uraian tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara menunjukkan pertumbuhan yang 

negatif dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar -4,86%. Pemerintah 

Kabupaten Toraja Utara harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara 
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mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik 

apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat agar bisa 

mandiri mengelola daerahnya dengan PAD yang tinggi. 

 Berdasarkan perhitungan pada Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat 

diketahui bahwa selalu terjadi penurunan pendapatan daerah Kabupaten 

Toraja Utara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 

pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara sebesar Rp 1.118.131.308.458,12, 

turun pada tahun 2020 yaitu menjadi Rp 1.039.254.357.675,43 dan kemudian 

pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 

1.012.666.347.397,38. 

 Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun rata-rata Pendapatan 

daerah mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2020 sebesar -7,05% 

dan mengalami kenaikan sebesar -2,55% pada tahun 2021.  

 Dari uraian tabel 4.6 dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Daerah 

Kabupaten Toraja Utara menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-

rata pertumbuhan Pendapatan sebesar -4,8%. Hal ini terjadi dikarenakan 

kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Pemerintah 

Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara harus meningkatkan 

PADnya dengan cara mengoptimalkan berbagai macam potensi yang 

dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan 

dari pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola daerahnya dengan PAD 

yang tinggi.  
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 Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari: Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dari 

tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. 

Pada tahun 2019 sebesar Rp 658.636.955.417,00, mengalami penurunan pada 

tahun 2020 sebesar Rp 652.264.080.974,94. Kemudian pada tahun 2021 

mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 682.906.836.307,16. 

 Total Realisasi Belanja Modal yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah, 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, dan Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 total belanja modal sebesar 

242.326.354.964,00. Pada tahun 2020 turun menjadi Rp 238.365.260.518,56, 

kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 

144.308.996.695,25. 

 Jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun Rasio Pertumbuhan 

Belanja Operasi mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2020 sebesar -

0,96% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu menjadi 4,69%. Rata-

rata pertumbuhannya sebesar 1,8j6%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal dari 

tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 sebesar -1,63% dan 

mengalami penurunan tinggi menjadi -39,45%, sehingga rata-rata 

pertumbuhannya sebesar -20,54%.  

 Jika dilihat dari perkembangan Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi dan 

Modal bisa dikatakan buruk, terutama pertumbuhan Rasio Belanja Operasi 

yang mengalami kenaikan yang dapat dilihat dari proporsi jumlahnya lebih 
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besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Modal. Apabila pemerintah daerah 

berani mengurangi belanja operasinya untuk dialokasikan ke belanja modal 

maka dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut mengutamakan 

pembangunan di daerahnya. 

 Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad saifrizal 

(2022) dijelaskan bahwa kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bireuen jika dilihat dari Rasio pertumbuhannya mengalami pertumbuhan yang 

positif meskipun terjadi gerak yang fluktuatif. Berbeda dengan yang terjadi 

pada penelitian ini dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Toraja Utara jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan mengalami pertumbuhan 

yang negatif.



 
 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Toraja Utara yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2021 

berjalan tidak efektif dengan rata-rata rasio efektivitasnya masih di bawah 

100% yaitu sebesar 81,38%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari 

sektor pajak dan retribusi daerah tidak mmenuhi anggaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 

2019-2021 tergolong tidak efisien karena rata-rata rasionya di atas 100% 

yaitu sebesar 100,63%, menggambarkan Pemerintah daerah belum mampu 

meminimalisir jumlah belanjanya. 

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toraja Utara tergolong 

rendah sekali dengan pola hubungan Instruktif yang menggambarkan 

kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah sehingga Pemerintah Daerah masih sangat 

bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.  

4. Rasio Keserasian Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2019-2021 dengan 

rata-rata rasio belanja operasi sebesar 62,63% sedangkan rata-rata rasio 
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belanja modal sebesar 19,48%. Sebagian besar dana yang dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah memfokuskan pada belanja operasi dibandingkan 

dengan belanja modal yang menunjukkan pemerintah daerah lebih 

condong dalam pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum 

memperhatikan pembangunan daerah. 

5. Rasio Pertumbuhan Kabupaten Toraja Utara mengalami pertumbuhan 

yang negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai 

Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Toraja Utara belum mampu meningkatkan pertumbuhan 

daerahnya.  

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan bisa lebih 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi agar dapat 

meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana 

ekstern dapat diminimalisir.   

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara diharapkan lebih proporsional 

dalam mengalokasikan belanjanya dengan lebih meningkatkan belanja 

modal serta mengurangi belanja operasionalnya. 

3. Bagi peniliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan menggunakan 
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berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan 

keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan 

penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian tidak 

hanya 3 tahun saja. 
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